BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 890/ 36\ /Kpts/BPT-PS/2018

TENTANG

PENETAPAN PESERTA DIKLAT TEKNIS MANAJEMEN KINERJA APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membentuk sosok pemimpin birokrasi
yang memiliki kemampuan yang tinggi dalam menyusun
perencanaan kegiatan instansi serta memimpin
pelaksanaannya, maka perlu dilakukan penetapan Peserta
Diklat Teknis Manajemen Kinerja Aparatur Sipil Negara di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Diklat Teknis
Manajemen Kinerja Aparatur Sipil Negara, maka perlu
ditetapkan Peserta Diklat Teknis Manajemen Kinerja
Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Bupati Pesisir Selatan tentang Peserta Diklat Teknis
Manajemen Kinerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran
2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah  Otonom  Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis
Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 Nomor 77) Jo
Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1963);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negra Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang

Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9

Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;

8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan Peserta Diklat Teknis Manajemen Kinerja
Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018, sebagaimana tercantum
dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

Penyelenggaraan Diklat Teknis Manajemen Kinerja Aparatur
Sipil Negara bagi 40 (empat puluh) orang peserta. Seluruh
peserta merupakan Kasubag Umum dan Kepegawaian yang
bertugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
Diklat ini dilaksanakan dengan Pola Fasilitasi bekerja sama
dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi
Sumatera Barat bertempat di Painan.



»

KETIGA . Segala biaya yang timbul akibat penyelenggaraan Diklat Teknis
Manajemen Kinerja Aparatur Sipil Negara ini dibebankan pada
Anggara Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran
2018 kegiatan Diklat Teknis Manajemen Kinerja Aparatur Sipil
Negara Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Pesisir Selatan,;

KEEMPAT . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,;

Ditetapkan di
Pada Tanggal ‘

Painan
o4 Juli 2018

BUPATI RESISIR SELATAN

Tembusan : disampaikan kpd Yth,

Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.

Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta.
Bapak Kepala Lembaga Administrasi Negara di Jakarta.

Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.

Ketua Badan Pengawas Keuangan di Jakarta.

Bapak Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.

Bapak Gubernur Sumbar c¢/q. BKD Provinsi Sumatera Barat di Padang.

Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sumatera Barat di Padang.

. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang.

10.Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.

11. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kab. Pesisir Selatan di Painan
12.Dan lain-lain dirasa perlu.
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Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan
Nomor 890/ 26\ /Kpts/BPT-PS/2018
Tanggal 6y Juli 2018
Tentang Penetapan Peserta Diklat Teknis Manajemen
Kinerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
2018.
NO  JABATAN
1 | RIO SYANDRA, S.ST, ST Penata Kasubag Umum dan
19810707 200501 1 010 (III/c) Kepegawaian pada
Inspektorat Daerah
2 | OKTAVIAN RAMLI, S.Sos.M.Pd Pembina Kasubag Umum dan
19680624 199003 1 003 (IV/a) Kepegawaian pada Dinas
Tanaman Pangan,
Holtikultura dan
Perkebunan
3 | NOFRIZAL, SH Penata Tk. I Kasubag Umum dan
19631016 198603 1 010 (I1r/dj Kepegawaian pada Dinas
Pendidikan dan
Kebudayaan
4 | SYAFTI WARNI, SH Penata Kasubag Umum dan
19660619 199403 2 007 (ITI/c) Kepegawaian pada
Badan Pendapatan
5 | HARTETI, SH Penata Kasubag Umum dan
19730302 200701 2 012 (I11/c) Kepegawaian pada Dinas
Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
6 | MUSDA MEIDESFITA, SH Penata Kasubag Umum dan
19690513 200604 2 004 (II/c) Kepegawaian pada Dinas
Komunikasi dan
Informatika
7 | VERAWATI, S.Sos Penata Kasubag Umum dan
19760605 200801 2 029 (ITI/c) Kepegawaian pada Dinas
Perhubungan
8 | ROSTIKA MAWARTI, SH Penata Tk. I Kasubag Umum dan
19640803 198710 2 001 (I1r/d) Kepegawaian pada Dinas
Pariwisata, Pemuda dan
Olahraga
9 | HARMAH DONNA, SE Penata Kasubag Umum dan
19800103 200902 2 005 (I1/c) Kepegawaian pada Dinas
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
10 | HARRY KURNIAWAN, Penata Kasubag Umum dan
SE,Akt,M.Ec.Dev (ITI/c) Kepegawaian pada Dinas
19830109 200804 1 001 Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
11 | DONNY TAYES, SKM Penata Tk. I Kasubag Umum dan
19770429 200501 1 005 (r/d) . Kepegawaian pada Dinas
Kesehatan
12 | RINI DELFI PARMA \Penata Kasubag Umum dan
19681225 199003 2 005 "(II/c) Kepegawaian pada Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana
13 | RENDRA MULIA, SH Penata Tk. I Kasubag Umum dan
19620606 199303 1 007 (I11£d) Kepegawaian pada Dinas




14 | FEFRIANTO, S.Kom Penata Muda Tk. I Kasubag Umum,
19860212 201201 1 014 (III/b) Kepegawaian dan
Diklat pada RSUD
Dr. M. Zein Painan
15 | ASRI, SH Penata Tk. I Kasubag Umum dan
19711125 199103 1 003 (I1r/qd) Kepegawaian pada
Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan
16 | ROSMANIAR, SH Penata Tk. I Kasubag Umum dan
1 19670719 198702 2 001 (I11/d) Kepegawaian pada
Badan Kepegawaian
dan Pengembangan
SDM
17 | AFRIZAL, SE Penata Kasubag Umum dan
19730418 200810 1 008 (ITI/c) Kepegawaian pada
Dinas Lingkungan
Hidup
18 | Ir. YANNI SWASTRA Penata Kasubag Umum dan
19630102 200801 1 001 (I11/c) Kepegawaian pada
Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
19 | YULIANDA SUNDARI, SE Penata Kasubag Umum dan
19800703 200701 2 003 (IT1/c) Kepegawaian pada
Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu
Satu Pintu
20 | ERIANTO Penata Tk. I Kasubag Umum dan
19621001 198503 1 010 (I1r/d) Kepegawaian pada
Dinas Peternakan
dan Kesehatan
Hewan
21 | AGUS SOFIAN Pengatur Fungsional Umum
19830808 201001 1 012 (I1/c) pada Badan
Pengelolaan
Keuangan Daerah
22 | ALZAN PAKHRIA, SE Penata Muda Tk. I Kasubag Umum dan
19830316 201001 2 003 (III/b) Kepegawaian pada
Dinas Perikanan
23 | DESPITA IRAWATI, SP Penata Kasubag Umum dan
19711225 200701 2 001 (ITI/¢) Kepegawaian pada
Dinas Pangan
24 | MARZAN, SH. MM Penata Tk. 1 Kasubag Umum dan
19700316 198903 1 001 (Ir/d) Kepegawaian pada
Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi
25 | AFRIANTO, SE Penata Kasubag Umum,
19780205 200604 1 016 (I1I/c) Keuangan dan
Kepegawaian Pada
Dinas Perumahan
Rakyat Kawasan
Pemukiman dan
\ Pertanahan
26 | JOKO SETIA BUDI, SE Penata Tk. I Kasubag Umum dan
19730607 199403 1 004 (I1r/d) Kepegawaian pada
Satuan Polisi
Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran
27 | YULIARTI Penata Kasubag Umum dan

19611606 198403 2 004

(11/c)

Kepegawaian




28 | YUSNANELI Penata Kasubag Umum dan
19640616 198603 2 009 (ITI/c) Kepegawaian pada
Kantor Camat Koto
XI Tarusan
29 | RISDAWATI, SH Penata Tk. I Kasubag Umum dan
19671020 199001 2 001 (I11/d) Kepegawaian pada
Kantor Camat
Bayang
30 | ANWAR, S.Sos Penata Muda Kasubag Umum dan
19721221 200701 1 001 (I1I/a) Kepegawaian pada

Kantor Camat IV
Nagari Bayang Utara

31

ROZA ADELINA, SH
19840615 200501 2 006

Penata Muda Tk. I
(I11/b)

Kasubag Umum dan
Kepegawaian pada
Kantor Camat
Batang Kapas

32

YUL AFRIANTI, SH

Penata Muda Tk. I

Kasubag Umum dan

19740304 200701 2 005 (ITI/b) Kepegawaian pada
Kantor Camat Sutera
33 | PERISTINA Penata Kasubag Umum dan
19660624 198910 2 001 (ITI/c) Kepegawaian pada
Kantor Camat
Lengayang
34 | ASRIMAL NONG HANDRA, Penata Muda Tk. I Fungsional Umum
S.Sos (ITI/b) pada Kantor Camat
19830828 201402 1 001 Ranah Pesisir
35 | BUSRASOL JALISMAN Penata Tk. I Fungsional Umum
19661231 198903 1 062 (I11/d) pada Kantor Camat

Lingggo Sari Baganti

36 | MASJIDIL Penata Muda Tk. I Kasubag Umum dan
19640407 198602 1 002 (II1/b) Kepegawaian
pada Kantor Camat
Air Pura
37 | MILA MARTA, SE Penata Muda Kasubag Umum dan
19861026 201001 2 003 (I11/a) Kepegawaian pada
Kantor Camat Basa
Ampek Balai Tapan
38 | NUR’AINI, S.Sos Penata Tk. I Sekretaris Camat
19650519 198903 2 006 (It1/4d) pada Kantor Camat
Ranah Ampek Hulu
Tapan
39 | SRINAMURNI, SE Penata Muda Kasubag Umum dan
19810109 201407 2 006 (II1/ a) Kepegawaian pada

Kantor Camat
Lunang

40

ANDRI DWI ATMONO, SE
19780429 200902 1 006

Penata Muda
(I11/a) ( \

Kasubag Umum dan
Kepegawaian pada
Kantor Camat Silaut

R SELATAN




